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Abstract 

The rapid expansion of the digital economy has transformed employment patterns 
and accelerated the growth of platform-based work. In Indonesia, however, the legal 
relationship between digital platforms and gig workers, particularly online 
transportation drivers, remains predominantly framed as a partnership. This 
construction has generated uncertainty regarding workers’ legal status and the scope 
of their protection. This study examines the urgency of establishing a more 
responsive legal framework for gig workers in Indonesia by comparing the 
Indonesian regulatory approach with that of Malaysia. The research employs a 
normative legal method supported by statutory analysis, literature and document 
studies, and interviews with online drivers, relevant institutions, and academics. The 
findings reveal that the existing Indonesian framework remains fragmented and 
largely focused on transportation governance rather than the protection of platform 
workers. The partnership model also reflects unequal bargaining power, unilateral 
contractual arrangements, algorithmic control, limited access to operational data, and 
insufficient guarantees concerning income, social security, and dispute resolution. In 
contrast, Malaysia has introduced a more integrated approach through the Gig 
Workers Act 2025 (Act 872), which recognizes gig workers as a distinct legal category 
and provides specific minimum protections without automatically classifying them as 
employees under conventional labour law. The study concludes that Indonesia 
requires a dedicated regulatory framework for platform workers that accommodates 
the flexibility of the gig economy while ensuring legal certainty and fair protection. 
Such regulation should address legal status, minimum income protection, social 
security, algorithmic transparency, safeguards against unilateral deactivation, human 
review mechanisms, and accessible dispute resolution. 
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INTRODUCTION 

Perkembangan teknologi digital melahirkan pola kerja fleksibel berbasis platform digital 
yang dikenal dengan istilah gig economy. Model kerja ini mengubah struktur ketenagakerjaan 
global. Data International Labour Organization pada tahun 2022 menunjukkan jumlah pekerja gig 
economy mencapai 1,5 miliar orang di dunia dan didominasi sektor transportasi serta layanan 
digital (Kunarti et al., 2024; Office, 2022). Di Indonesia gig economy berkembang pesat dengan 
kehadiran platform seperti Grab Gojek Tokopedia dan Shopee. Penelitian INDEF pada tahun 2024 
mencatat pekerja gig economy di Indonesia mencapai sekitar 4,3 juta orang. Tren ini 
memperlihatkan gig economy telah menjadi pintu gerbang terciptanya lapangan pekerjaan yang 
menawarkan fleksibilitas bagi masyarakat (N. R. Izzati et al., 2025). 
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Besarnya lapangan kerja yang tercipta tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang 
jelas bagi pekerjanya (Indra & Nawangsari, 2025). Status hukum pekerja gig economy di Indonesia 
masih menjadi perdebatan terutama terkait hubungan kerja antara pekerja dengan platform digital 
(Dion Eko Prihandono & Efendy, 2024). Hubungan tersebut dikategorikan sebagai hubungan 
kemitraan padahal istilah kemitraan pekerja gig economy belum diatur secara spesifik dan masih 
merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (BPK, n.d.). Penggunaan 
istilah kemitraan tersebut tidak sejalan dengan praktik hubungan yang berlangsung di lapangan. 
Perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi berbasis aplikasi dan pengemudi kerap tidak 
dilaksanakan secara ideal (Albab & Innaka, n.d.). Posisi hukum antara perusahaan transportasi 
online dan pengemudi sering tidak sejajar. Perusahaan berada pada kedudukan yang jauh lebih 
kuat dibandingkan driver (Saputra, 2022; Suhartini et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan proses 
perumusan perjanjian kemitraan tidak menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak dan 
kebijakan umumnya ditentukan sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan pengemudi. 

Penggunaan istilah hubungan kemitraan menyebabkan driver tidak dapat dikategorikan 
sebagai pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang 
Undang No 13 Tentang Peraturan Tindak Pidana Korupsi, 2001). Perusahaan aplikasi secara yuridis 
tidak berkewajiban memberikan hak ketenagakerjaan kepada driver berupa cuti upah minimum 
dan jaminan kesehatan yang semestinya diperoleh apabila hubungan hukum pekerja gig diatur dan 
diakui secara formal (Indra & Nawangsari, 2025). Ketidakpastian hukum ini mengakibatkan 
ketidakadilan bagi driver dan tampak dari demonstrasi ribuan driver di Jakarta pada 27 Februari 
2024 dengan tuntutan terkait tarif biaya aplikasi insentif promosi dan tunjangan hari raya (Susanti, 
2025). DPR RI Komisi V telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat untuk membahas RUU 
Transportasi Online atau Perlindungan Bagi Pekerja Gig Economy yang akan masuk Prolegnas 2026 
(RI, 2025). 

Celah hukum serupa ditemukan pada kajian yang lebih luas. Indonesia belum memiliki 
definisi hukum yang jelas mengenai status pekerja gig sehingga menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan ketidakadilan struktural (Abdullah et al., 2024; Sofiani et al., 2026). Kontrak digital 
yang ditawarkan platform bersifat standar dan take it or leave it tanpa ruang negosiasi bagi pekerja 
(Rahman et al., 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan 
penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang mampu memberikan perlindungan 
holistik termasuk bagi pekerja gig (Agusmidah et al., 2026). Sampai saat ini belum ada putusan 
pengadilan Indonesia yang menetapkan status pekerja gig setara dengan pekerja tradisional seperti 
yang terjadi di negara negara Uni Eropa (Rahman et al., 2024). 

Malaysia menghadapi persoalan yang mirip. Tidak terdapat definisi hukum yang jelas 
mengenai pekerja gig dan mereka tidak termasuk dalam cakupan Employment Act 1955 Labour 
Ordinance Sabah maupun Sarawak. Pekerja gig dikategorikan sebagai kontraktor independen yang 
terikat kontrak jasa sehingga tidak berhak atas upah minimum cuti dibayar atau keanggotaan 
serikat pekerja. Perlindungan sosial bersifat sukarela dan hanya sekitar tujuh persen dari lebih 
empat juta pekerja gig terdaftar dalam skema jaminan sosial swakarya (Abdullah et al., 2024; 
Samad et al., 2023). Pemerintah Malaysia kemudian memperkuat perlindungan pekerja gig melalui 
pengesahan Gig Workers Bill pada akhir Agustus 2025. Gig Workers Act 2025 menegaskan status 
pekerja gig sebagai service agreement (Makhtar, Abd Ghadas, et al., 2024) serta mengatur upah dan 
potongan aplikasi dan mewajibkan platform mendaftarkan pekerja pada Self Employment Social 
Security Act 2017. Penyelesaian sengketa disediakan melalui Gig Workers Tribunal yang 
putusannya mengikat dan dapat diajukan banding ke High Court (Lesmana & Samudra, 2025). 

Berbagai studi mengusulkan ius constituendum yang berbeda untuk menutup celah 
perlindungan ini. Indonesia perlu mengganti klasifikasi mitra dengan rebuttable presumption of 
employment sebagaimana uji ABC di California guna membalikkan beban pembuktian kepada 
platform (Setiawan et al., 2025). Studi lain mengusulkan klasifikasi pekerja gig sebagai pekerja 
kasual sesuai kategori Badan Pusat Statistik dengan regulasi khusus terpisah berupa undang 
undang atau peraturan menteri (S. Silaban et al., 2023). Malaysia disarankan membentuk kategori 
independent employees sebagai posisi perantara antara pekerja dan kontraktor independen 
dengan kontrol terhadap kekuasaan platform (Abdullah et al., 2024). Kedua negara perlu 
mengadopsi prinsip tiga pilar berupa pengakuan perlindungan dan redistribusi sebagai landasan 
reformasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan platform digital (Sofiani et al., 2026). 

Reformasi hukum di Indonesia memerlukan sinkronisasi vertikal antara undang undang 
dan regulasi pelaksananya serta sinkronisasi horizontal antara UU Ketenagakerjaan dan kebijakan 



 

 

207 
 

terkait lainnya (Agusmidah et al., 2026). Di tingkat regional ASEAN diusulkan kerangka soft law 
berupa ASEAN Platform Gig Work Directive yang mengadopsi pelajaran dari EU Platform Work 
Directive guna mengurangi fragmentasi regulasi dan mendukung perlindungan minimum bagi 
pekerja platform (Uchiyama, 2026). Pendekatan modular regulation yang dikembangkan dari studi 
komparatif Singapura Malaysia dan Vietnam menunjukkan tata kelola platform bersifat path 
dependent dan harus disesuaikan dengan konteks kelembagaan masing masing negara (Giang, 
2026). 

Pekerja gig di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan struktural yang sebanding 
berupa klasifikasi yang menafikan hak jaminan sosial yang bersifat sukarela dan ketiadaan 
perundingan kolektif. Kajian perbandingan antara kedua negara menjadi penting untuk memetakan 
pola pengaturan yang telah dan belum berjalan efektif. Penelitian ini diperlukan mengingat 
banyaknya persoalan terkait hubungan kemitraan pekerja gig economy dengan platform mulai dari 
ketidakpastian hukum ketimpangan kedudukan penentuan tarif biaya aplikasi insentif promosi 
hingga tunjangan sosial. Pemerintah sebagai regulator memiliki kewajiban mengatur hubungan 
pekerja gig economy secara jelas dan spesifik sebagai upaya memberikan keadilan dan kepastian 
hukum bagi pekerja gig economy di Indonesia dengan mempertimbangkan capaian ius 
constituendum yang telah ditempuh Malaysia sebagai pembanding. 

 
METHOD 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memandang hukum 
sebagai seperangkat norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, serta teori hukum 
dan berbagai sumber kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan yang diteliti (Soekanto & 
Mamudji, 2015). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data 
sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. 
Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang 
relevan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya. 
Sementara itu, studi dokumen meliputi kajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, 
pendapat ahli hukum, serta pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan (Istanto, 2007). Data 
primer diperoleh melalui wawancara dengan Pengemudi transportasi online, 
Lembaga/Kementerian yang terkait, serta Akademisi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan memberikan gambaran secara sistematis 
terhadap objek penelitian melalui uraian kata-kata, guna menelaah perlindungan hukum bagi 
pekerja gig economy. 
RESULT AND DISCUSSION 
1. Urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja gig economy di Indonesia 

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk hubungan kerja baru yang 
tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konsep hubungan kerja konvensional (N. Izzati & 
Sesunan, 2022). Salah satu bentuk yang berkembang pesat adalah hubungan kemitraan antara 
perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi transportasi online (Nastiti et al., 2023). Dalam 
praktiknya, hubungan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya berkaitan 
dengan perlindungan hak, kepastian status, serta jaminan keselamatan dan kesejahteraan 
pengemudi. 

Work Rights Centre mengategorikan pekerjaan dengan tingkat upah yang rendah, kondisi 
kerja yang tidak aman, serta minimnya perlindungan terhadap risiko keselamatan sebagai bentuk 
pekerjaan rentan vulnerable work (Work Rights Centre, t.t.). Berdasarkan karakteristik tersebut, 
pekerjaan pengemudi transportasi online dapat dipandang memiliki tingkat kerentanan yang 
cukup tinggi. Meskipun pengemudi menjalankan aktivitas ekonomi secara aktif dan memberikan 
kontribusi penting terhadap keberlangsungan layanan digital, kedudukan mereka dalam hubungan 
kemitraan belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai (Nastiti, 2021). 

Sampai saat ini, pengaturan mengenai hubungan kemitraan dalam sektor transportasi online 
masih menyisakan kekosongan dan ketidakjelasan hukum (Albab & Innaka, n.d.). Ketiadaan 
pengaturan yang secara khusus mengatur karakter, batas, serta konsekuensi hukum dari hubungan 
tersebut berpotensi menempatkan pengemudi dalam posisi yang tidak terlindungi. Persoalan ini 
semakin kompleks karena konsep kemitraan belum memiliki batasan yang tegas dan seragam, 
sehingga model hubungan tersebut dapat diterapkan secara luas pada berbagai sektor usaha tanpa 
disertai standar perlindungan yang memadai (Albab, 2023). 
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Dalam kondisi demikian, penggunaan istilah kemitraan berpotensi bergeser dari konsep kerja 
sama yang dilandasi prinsip kesetaraan menjadi instrumen untuk menghindari kewajiban hukum 
yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan (N. Izzati & Sesunan, 2022). Hubungan yang secara 
formal disebut sebagai kemitraan dapat saja memiliki karakteristik hubungan kerja (B. Santoso et 
al., 2023), terutama apabila terdapat unsur pengendalian, ketergantungan ekonomi, pengawasan, 
dan pemberian sanksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, hubungan kemitraan berpotensi 
berkembang menjadi bentuk hubungan kerja terselubung yang digunakan untuk menghindari 
kewajiban perusahaan terhadap pekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan narasumber, serta hasil penelusuran 
terhadap berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan 
sejumlah persoalan yuridis dalam pelaksanaan hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia 
aplikasi dan pengemudi transportasi online. Persoalan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 
beberapa aspek sebagai berikut. 

a. Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak dalam Pembentukan Perjanjian 
Kemitraan Transportasi Online 

Asas keseimbangan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian 
yang bertujuan menciptakan hubungan hukum yang proporsional dan adil di antara para pihak. 
Keseimbangan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, tetapi 
juga mencakup kedudukan para pihak dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan 
penentuan isi perjanjian. Dengan demikian, ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian tidak 
hanya dapat dilihat dari perbedaan hak dan kewajiban, melainkan juga dari adanya dominasi 
salah satu pihak dalam menentukan substansi dan mekanisme pelaksanaan perjanjian 
(Subekti, 2010). 

Ketidakseimbangan tersebut dapat muncul sebagai akibat dari perilaku para pihak, 
substansi kontrak, maupun cara perjanjian dilaksanakan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat 
memengaruhi kualitas dan kekuatan hubungan hukum yang dibentuk melalui perjanjian 
(Salim, 2004). Dalam konteks hubungan kemitraan, terdapat beberapa faktor yang dapat 
menunjukkan adanya ketidakseimbangan, yaitu: 
1. Adanya perbedaan posisi dan daya tawar para pihak dalam proses pembentukan 

perjanjian; dan/atau 
2. Tidak proporsionalnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak. 

Dengan demikian, penerapan asas keseimbangan tidak cukup hanya dinilai 
berdasarkan kesetaraan prestasi yang tercantum dalam kontrak. Kesetaraan posisi dan 
kemampuan para pihak untuk berpartisipasi dalam pembentukan perjanjian juga merupakan 
unsur yang penting (Subekti, 2010). Berdasarkan hasil penelitian, ketidakseimbangan antara 
pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi dapat dilihat melalui beberapa bentuk praktik 
berikut. 
1) Dominasi Perusahaan dalam Pembentukan Kontrak dan Pengambilan Keputusan 

Perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan penyedia aplikasi pada 
umumnya dibuat secara elektronik dan disusun sepihak oleh perusahaan (Saputra, 2022). 
Calon pengemudi hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui seluruh 
ketentuan yang telah ditetapkan. Persetujuan dilakukan melalui mekanisme click-wrap 
agreement, yaitu dengan menekan atau mengklik tombol setuju sebagai bentuk penerimaan 
terhadap seluruh isi perjanjian (N. Izzati & Sesunan, 2022). 

Mekanisme tersebut tidak memberikan kesempatan yang memadai kepada calon 
pengemudi untuk melakukan negosiasi, menyampaikan keberatan, maupun mengusulkan 
perubahan terhadap klausula yang dianggap merugikan. Akibatnya, pengemudi berada dalam 
posisi menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan apabila ingin memperoleh akses 
sebagai mitra dan menjalankan pekerjaan melalui aplikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya 
keterbatasan daya tawar pengemudi dalam pembentukan perjanjian kemitraan. 

Salah satu ketentuan yang dinilai belum memberikan perlindungan dan rasa aman 
yang memadai bagi pengemudi adalah klausula eksonerasi dalam Perjanjian Kemitraan Gojek 
(Perjanjian Kemitraan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Dan Pengemudi Ojek Online, n.d.). Dalam 
ketentuan tersebut, khususnya pada Poin 11.5, perusahaan membatasi tanggung jawabnya 
terhadap beberapa bentuk kerugian, antara lain kerugian tidak langsung, kerugian insidental, 
kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan peluang usaha, serta kerugian yang 
berkaitan dengan cedera pribadi atau kerusakan harta benda dalam kondisi tertentu. 
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Keberadaan klausula tersebut berpotensi membatasi tanggung jawab perusahaan atas 
risiko yang muncul dalam pelaksanaan layanan oleh pengemudi. Meskipun pembatasan 
tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, substansi klausula 
tetap perlu dikaji berdasarkan prinsip keseimbangan, kepatutan, dan perlindungan terhadap 
pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut dapat 
menimbulkan ketidakpastian mengenai batas tanggung jawab perusahaan apabila pengemudi 
mengalami kerugian atau risiko selama menjalankan aktivitas melalui platform (Subekti, 
2010). 

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kekuatan antara perusahaan 
penyedia aplikasi dan pengemudi. Perusahaan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam 
menentukan isi perjanjian, sedangkan pengemudi memiliki ruang yang sangat terbatas untuk 
memengaruhi substansi kontrak. Oleh sebab itu, hubungan kemitraan yang terbentuk belum 
sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana semestinya 
terdapat dalam hubungan kemitraan. 
2) Pengendalian Perusahaan Penyedia Aplikasi terhadap Pengemudi 

Perusahaan penyedia aplikasi pada umumnya menyatakan bahwa hubungan 
kemitraan memberikan kebebasan kepada pengemudi untuk menentukan waktu kerja dan 
mengatur aktivitasnya secara mandiri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kebebasan tersebut tidak sepenuhnya bersifat independen. Dalam praktiknya, perusahaan 
tetap memiliki mekanisme pengendalian terhadap perilaku dan aktivitas pengemudi melalui 
sistem digital dan pengelolaan berbasis algoritma. 

Penggunaan algoritma memungkinkan perusahaan melakukan pengawasan dan 
pengendalian terhadap berbagai aspek aktivitas pengemudi, termasuk tingkat penerimaan 
pesanan, tingkat pembatalan, durasi aktivitas, kualitas layanan, serta penilaian dari konsumen. 
Mekanisme tersebut dapat mendorong pengemudi untuk bekerja lebih lama dan 
meningkatkan intensitas kerja agar memperoleh jumlah pesanan dan pendapatan yang 
mencukupi. 

Bentuk pengendalian melalui algoritma dapat dilihat setidaknya melalui tiga 
mekanisme, yaitu pemberian sanksi, penggunaan penilaian konsumen sebagai instrumen 
evaluasi, dan penerapan sistem insentif atau bonus (Hsieh et al., 2023). Pengemudi yang 
dinilai tidak memenuhi standar tertentu dapat mengalami pengurangan akses terhadap 
pesanan, pembatasan sementara terhadap penggunaan aplikasi, hingga penghentian 
hubungan kemitraan. 

Sebagai contoh, pengemudi dapat mengalami penurunan jumlah pesanan apabila 
dianggap memiliki tingkat kinerja yang rendah. Penilaian tersebut dapat dipengaruhi oleh 
frekuensi penggunaan aplikasi, tingkat penolakan terhadap pesanan, tingkat pembatalan, 
maupun penilaian negatif dari konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 
tetap memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan aktivitas pengemudi, 
meskipun hubungan yang dibangun secara formal dikategorikan sebagai hubungan kemitraan. 
3) Keterbatasan Akses terhadap Data dan Informasi 

Data yang dihimpun oleh perusahaan penyedia aplikasi merupakan bagian penting 
dalam pengelolaan layanan transportasi online (Ponce del Castillo & Naranjo, 2022). Data 
tersebut dapat berasal dari aktivitas pengemudi, pola perjalanan, jumlah pesanan, tingkat 
penerimaan dan pembatalan pesanan, sistem penilaian, serta berbagai indikator lain yang 
digunakan dalam pengoperasian platform. 

Meskipun pengemudi berstatus sebagai mitra dan menjadi salah satu pihak yang 
menghasilkan data melalui aktivitasnya, mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap 
informasi yang dikelola oleh perusahaan. Keterbatasan tersebut juga dapat dialami oleh pihak 
lain, termasuk peneliti dan pemerintah. Perusahaan memiliki kewenangan yang dominan 
dalam menentukan jenis informasi yang dapat diakses dan informasi yang tetap berada dalam 
penguasaan internal perusahaan. 

Tidak adanya akses dan kemampuan untuk memahami mekanisme pengelolaan data 
serta sistem algoritma menyebabkan pengemudi berada dalam posisi yang tidak setara (Hsieh 
et al., 2023). Pengemudi tidak memiliki informasi yang cukup mengenai dasar penentuan 
jumlah pesanan, mekanisme evaluasi kinerja, sistem pemberian insentif, maupun alasan 
pemberian sanksi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan 
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hubungan kemitraan dan menghambat terciptanya hubungan yang transparan serta saling 
menguntungkan. 

Keterbatasan akses terhadap informasi menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan 
belum sepenuhnya diterapkan dalam hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia 
aplikasi dan pengemudi. Penguasaan data yang terkonsentrasi pada perusahaan berpotensi 
menciptakan ketimpangan informasi (information asymmetry) yang memperkuat posisi 
dominan perusahaan dan memperlemah kemampuan pengemudi untuk memahami maupun 
mempertahankan hak-haknya. 

Berbagai praktik tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip 
kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 
Mikro, Kecil Dan Menengah, 2008). Hubungan kemitraan seharusnya dibangun berdasarkan 
prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Akan tetapi, 
praktik hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi masih 
memperlihatkan adanya ketimpangan kedudukan serta dominasi perusahaan dalam 
pembentukan kontrak, pengendalian aktivitas, dan penguasaan informasi. 

Oleh karena itu, hubungan kemitraan yang berlangsung belum sepenuhnya 
mencerminkan prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ketidaksetaraan tersebut menunjukkan adanya dominasi 
perusahaan penyedia aplikasi terhadap pengemudi yang secara formal ditempatkan sebagai 
mitra. 

b. Kurangnya Kepastian Hukum yang Menimbulkan Ketidakadilan dalam Pelaksanaan 
Perjanjian Kemitraan 

Perkembangan transportasi online masih diikuti oleh berbagai persoalan dan aksi 
protes yang dilakukan oleh pengemudi. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kondisi 
tersebut adalah belum tersedianya kerangka hukum yang secara komprehensif mengatur 
hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi (Susanti, 2025). Ketidakjelasan 
pengaturan tersebut berimplikasi terhadap lemahnya perlindungan hukum dan menimbulkan 
ketidakpastian dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. 

Aulia D. Nastiti membagi persoalan regulasi transportasi berbasis aplikasi ke dalam 
dua aspek utama. Pertama, belum tersedianya kerangka pengaturan yang jelas mengenai 
penyelenggaraan layanan berbasis aplikasi (Nastiti, 2021). Kedua, belum adanya pengaturan 
yang secara khusus mengatur hubungan kerja atau hubungan kemitraan dalam model bisnis 
gig economy, khususnya pada sektor transportasi online. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum mampu 
memberikan jawaban secara menyeluruh terhadap persoalan hubungan antara perusahaan 
aplikasi dan pengemudi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 dan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 belum sepenuhnya mampu menjamin 
perlindungan dan kelayakan kondisi kerja bagi pengemudi transportasi online (Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna 
Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, 2019). 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 memang memuat sejumlah 
ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Namun, ruang 
lingkup pengaturannya belum secara memadai menjawab persoalan hubungan vertikal antara 
perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi. Peraturan tersebut lebih berorientasi pada 
aspek penyelenggaraan dan tata kelola transportasi daripada pengaturan mengenai 
keseimbangan hubungan, perlindungan sosial, kepastian pendapatan, serta pemenuhan hak-
hak pengemudi. 

Akibatnya, pengaturan tersebut belum dirancang secara khusus untuk menjamin 
standar kerja yang layak bagi pengemudi. Dalam beberapa aspek, ketentuan yang berlaku 
justru masih memberikan ruang yang cukup luas bagi perusahaan penyedia aplikasi untuk 
membatasi tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan pengemudi. 

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 cenderung 
menempatkan pengemudi sebagai pihak yang memikul sebagian besar kewajiban dalam 
penyelenggaraan layanan. Sementara itu, tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi 
terhadap risiko ekonomi dan sosial yang dihadapi pengemudi belum diatur secara 
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proporsional. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena 
pengemudi tetap menanggung berbagai risiko operasional tanpa memperoleh perlindungan 
yang sebanding. 

Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada 
perlindungan pengemudi. Pengaturan tersebut tidak hanya perlu mengatur aspek 
penyelenggaraan transportasi, tetapi juga harus memberikan kepastian mengenai status 
hubungan hukum, batas kewenangan perusahaan, transparansi sistem algoritma, mekanisme 
penyelesaian sengketa, perlindungan sosial, serta standar perlindungan dan kelayakan kerja 
bagi pengemudi transportasi online (Lesmana, 2025). 

2. Perbandingan Pengaturan Gig Economy di Indonesia dan Malaysia 
 Pengaturan mengenai transportasi online di Indonesia dan Malaysia memperlihatkan 
perbedaan mendasar dalam menentukan orientasi perlindungan hukum terhadap pengemudi 
berbasis aplikasi (Lesmana & Samudra, 2025). Indonesia masih menggunakan pendekatan sektoral 
yang berfokus pada penyelenggaraan transportasi, keselamatan pengguna, serta hubungan 
kemitraan berdasarkan perjanjian privat. Sebaliknya, Malaysia telah mengembangkan pendekatan 
yang lebih terintegrasi dengan membentuk pengaturan khusus bagi pekerja gig melalui Gig 
Workers Act 2025 atau Act 872. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih 
menempatkan pengemudi transportasi online terutama sebagai mitra dalam kegiatan usaha 
berbasis aplikasi, sedangkan Malaysia mulai memberikan pengakuan hukum tersendiri terhadap 
pekerja gig tanpa harus secara otomatis mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja dalam 
hubungan kerja konvensional. 

a. Pengaturan Transportasi Online di Indonesia 
Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan transportasi online tersebar dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki ruang lingkup dan orientasi 
berbeda. Pengaturan mengenai hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dan 
pengemudi belum ditempatkan dalam satu rezim hukum yang khusus dan komprehensif. 
Akibatnya, aspek penyelenggaraan transportasi, hubungan kemitraan, perlindungan sosial, 
keselamatan kerja, dan status hukum pengemudi masih diatur secara terpisah. 

Dari perspektif hukum transportasi, keberadaan kendaraan bermotor umum pada 
dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang tersebut mengklasifikasikan kendaraan 
bermotor umum ke dalam beberapa jenis, yaitu mobil penumpang, mobil bus, dan mobil 
barang. Sementara itu, Pasal 138 ayat (3) mengatur bahwa angkutan umum orang 
dan/atau barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Ketentuan 
tersebut menimbulkan persoalan terhadap pengangkutan orang menggunakan sepeda 
motor karena sepeda motor tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai kendaraan 
bermotor umum dalam undang-undang tersebut. Untuk memberikan dasar pengaturan 
terhadap penggunaan sepeda motor dalam layanan berbasis aplikasi, pemerintah 
menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan 
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat 
(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan 
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, 
2019). Regulasi tersebut mengatur aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, 
keterjangkauan, dan keteraturan dalam penggunaan sepeda motor untuk kepentingan 
masyarakat. Akan tetapi, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada standar 
penyelenggaraan layanan dan perlindungan keselamatan pengguna daripada pengaturan 
mengenai status hukum dan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan 
penyedia aplikasi. 

Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa 
perusahaan aplikasi wajib memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, 
keterjangkauan, dan keteraturan. Selanjutnya, Pasal 15 mengatur kewajiban perusahaan 
aplikasi untuk menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan dengan 
penggunaan aplikasi, perilaku pengemudi, pelayanan kepada pengguna, serta penanganan 
pengaduan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan aplikasi memiliki peran 
yang cukup besar dalam menentukan standar dan tata cara pelaksanaan layanan. Namun, 
pengaturan tersebut belum memberikan kepastian mengenai batas kewenangan 
perusahaan dalam mengendalikan pengemudi melalui sistem digital dan algoritma. 
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Selain itu, Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 
mengatur bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian kemitraan. Perjanjian tersebut paling sedikit memuat hak dan 
kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta ketentuan mengenai 
penghentian hubungan kemitraan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum 
menetapkan standar substantif mengenai keseimbangan isi perjanjian maupun mekanisme 
perlindungan terhadap pengemudi yang memiliki posisi tawar lebih lemah. 

Penggunaan konstruksi hubungan kemitraan juga berkaitan dengan pengaturan 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Pasal 1 angka 13 mendefinisikan kemitraan sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, 
saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Berdasarkan definisi 
tersebut, hubungan kemitraan seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan dan hubungan 
yang saling memberikan manfaat. 

Namun, dalam praktik transportasi online, hubungan antara perusahaan aplikasi 
dan pengemudi menunjukkan adanya perbedaan kekuatan yang cukup signifikan (B. 
Santoso et al., 2023). Perusahaan memiliki kewenangan untuk menyusun perjanjian, 
menentukan persyaratan penggunaan aplikasi, menetapkan mekanisme pemberian 
insentif, melakukan evaluasi kinerja, serta membatasi atau menghentikan akses 
pengemudi terhadap platform. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian 
antara karakter hubungan yang terjadi dalam praktik dengan prinsip kemitraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. 

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 masih menggunakan konsep hubungan kerja yang didasarkan pada tiga unsur 
utama, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, 2003). Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 15 yang 
mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja 
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Permasalahan muncul karena hubungan antara perusahaan aplikasi dan 
pengemudi secara formal dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, sehingga 
pengemudi tidak secara langsung memperoleh perlindungan sebagai pekerja berdasarkan 
hukum ketenagakerjaan. Padahal, dalam praktiknya, terdapat sejumlah bentuk 
pengendalian yang dilakukan melalui sistem digital, antara lain penentuan standar 
pelayanan, evaluasi berdasarkan penilaian konsumen, distribusi pesanan, pengaturan 
insentif, pemberian sanksi, serta penghentian akses terhadap aplikasi (Saputra, 2022). 
Bentuk pengendalian tersebut dapat menunjukkan adanya karakter subordinasi digital 
yang perlu dinilai berdasarkan kondisi faktual hubungan para pihak dan tidak hanya 
berdasarkan nomenklatur kemitraan. 

Ketiadaan pengaturan khusus juga berdampak terhadap perlindungan sosial 
pengemudi. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan 
Hari Tua, pekerja yang menjalankan hubungan kemitraan dapat dikategorikan sebagai 
pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Pasal 31 peraturan tersebut 
memberikan dasar bagi pekerja dengan hubungan kemitraan untuk mengikuti program 
jaminan sosial sebagai pekerja mandiri. Namun, pengaturan tersebut belum menempatkan 
perusahaan aplikasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban yang setara dengan pemberi 
kerja dalam pembiayaan dan penyelenggaraan perlindungan sosial. 

Dengan demikian, pengaturan di Indonesia masih memperlihatkan fragmentasi 
antara hukum transportasi, hukum kemitraan, hukum ketenagakerjaan, dan hukum 
jaminan sosial (Albab & Innaka, n.d.). Regulasi yang ada telah memberikan dasar bagi 
penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi, tetapi belum secara komprehensif 
menjawab persoalan mengenai status pengemudi, transparansi algoritma, kepastian 
pendapatan, perlindungan terhadap penghentian akses secara sepihak, serta mekanisme 
penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan karakter pekerjaan berbasis platform. 

b. Pengaturan Transportasi Online dan Pekerja Gig di Malaysia 
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Malaysia menggunakan istilah e-hailing untuk menggambarkan layanan angkutan 
penumpang yang dipesan melalui aplikasi elektronik. Pengaturan terhadap layanan 
tersebut berada dalam kerangka hukum transportasi darat dan berada di bawah 
pengawasan pemerintah melalui Ministry of Transport serta Land Public Transport Agency 
atau APAD. Dari perspektif transportasi, penyelenggaraan layanan e-hailing di Malaysia 
diatur melalui Land Public Transport Act 2010 (Act 715) beserta peraturan pelaksananya. 
Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum terhadap kegiatan penyediaan layanan 
transportasi melalui platform digital, termasuk persyaratan perizinan, standar kendaraan, 
persyaratan pengemudi, dan kewajiban penyedia layanan. Pengaturan transportasi 
tersebut menunjukkan bahwa Malaysia telah memberikan pengakuan secara lebih tegas 
terhadap e-hailing sebagai bagian dari sistem transportasi darat. 

Perkembangan penting dalam perlindungan pekerja platform di Malaysia terjadi 
melalui pengesahan Gig Workers Act 2025 (Act 872). Undang-undang tersebut dibentuk 
untuk memberikan perlindungan terhadap hak pekerja gig, mengatur kewajiban entitas 
pemberi kontrak, serta membentuk kerangka pengaturan terhadap hubungan kerja 
berbasis platform. Act 872 merupakan bentuk pengakuan bahwa hubungan kerja berbasis 
aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kerja konvensional dan 
memerlukan pengaturan khusus. (Uchiyama, 2022) 

Dalam Gig Workers Act 2025, pekerja gig diposisikan sebagai subjek hukum yang 
memperoleh perlindungan berdasarkan hubungan kontraktual dengan contracting entity. 
Pengaturan tersebut tidak secara otomatis mengubah status seluruh pekerja gig menjadi 
pekerja atau karyawan berdasarkan hukum ketenagakerjaan umum (Uchiyama, 2022). 
Namun, undang-undang tersebut memberikan seperangkat hak dan perlindungan 
minimum yang secara khusus ditujukan kepada pekerja gig. Pengaturan tersebut 
mencakup kewajiban adanya hubungan kontraktual yang jelas, pengaturan mengenai 
pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, pembatasan terhadap pemotongan 
pembayaran yang tidak adil, serta kewajiban entitas pemberi kontrak untuk memenuhi 
tanggung jawab tertentu terhadap pekerja gig. Selain itu, Act 872 juga memberikan dasar 
bagi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus yang dapat digunakan untuk 
menangani perselisihan antara pekerja gig dan entitas pemberi kontrak. 

Pendekatan tersebut berbeda dengan Indonesia karena Malaysia tidak hanya 
mengatur aspek keselamatan dan penyelenggaraan layanan e-hailing, tetapi juga 
membentuk rezim khusus untuk mengatur hubungan antara pekerja gig dan perusahaan 
platform (Makhtar, Ghadas, et al., 2024). Pengaturan khusus tersebut memberikan 
kepastian mengenai kedudukan hukum pekerja gig tanpa harus memaksakan seluruh 
hubungan kerja berbasis platform ke dalam kategori hubungan kerja konvensional. 

Malaysia juga mengembangkan perlindungan jaminan sosial melalui Self-
Employment Social Security Scheme yang dikelola oleh Social Security Organisation atau 
PERKESO (Uchiyama, 2022). Skema tersebut mencakup kelompok pekerja mandiri, 
termasuk pengemudi e-hailing dan pekerja layanan pengantaran. Perlindungan tersebut 
ditujukan untuk memberikan manfaat apabila pekerja mengalami kecelakaan atau 
kehilangan kemampuan untuk bekerja akibat risiko yang berkaitan dengan aktivitas 
pekerjaan. 

Meskipun demikian, pengaturan Malaysia tetap menghadapi sejumlah tantangan. 
Pengakuan terhadap pekerja gig belum secara otomatis menghapus persoalan 
ketimpangan kekuatan antara perusahaan platform dan pekerja (Teo, 2026). Persoalan 
mengenai transparansi algoritma, penentuan pendapatan, pengendalian digital, serta 
penghentian akses secara otomatis masih memerlukan pengawasan dan pengaturan 
pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, keberadaan Gig Workers Act 2025 harus 
dipandang sebagai langkah penting dalam membangun perlindungan hukum, tetapi 
efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan, pengawasan, serta akses pekerja 
terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. 

c. Analisis Perbandingan 
Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya perbedaan 

dalam pendekatan pengaturan (Lesmana & Samudra, 2025). Indonesia masih 
menggunakan pendekatan yang terfragmentasi dan berorientasi pada penyelenggaraan 
transportasi. Regulasi transportasi memberikan kewenangan kepada perusahaan aplikasi 
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untuk mengelola layanan, tetapi belum secara memadai mengatur perlindungan ekonomi 
dan sosial pengemudi. Sebaliknya, Malaysia telah mengembangkan pendekatan yang lebih 
terintegrasi dengan menghubungkan pengaturan transportasi e-hailing dan perlindungan 
khusus bagi pekerja gig. 

Dalam konteks status hukum, Indonesia masih menempatkan pengemudi sebagai 
mitra berdasarkan perjanjian privat. Konsekuensinya, pemenuhan hak pengemudi sangat 
bergantung pada substansi perjanjian kemitraan dan kebijakan perusahaan aplikasi. 
Sementara itu, Malaysia memberikan pengakuan terhadap pekerja gig sebagai kategori 
hukum tersendiri (Makhtar, Ghadas, et al., 2024). Pengakuan tersebut memungkinkan 
pemberian perlindungan minimum tanpa harus mengubah seluruh pekerja gig menjadi 
pekerja dalam hubungan kerja konvensional. 

Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme perlindungan dan penyelesaian 
sengketa. Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang menangani perselisihan antara 
perusahaan aplikasi dan pengemudi. Perselisihan yang muncul masih dapat ditempatkan 
dalam berbagai jalur hukum, seperti mekanisme perdata, perlindungan konsumen, atau 
penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian kemitraan. Sebaliknya, Malaysia telah 
menyediakan kerangka penyelesaian sengketa yang secara khusus ditujukan bagi 
hubungan antara pekerja gig dan entitas pemberi kontrak. 

Aspek Indonesia Malaysia 
Dasar pengaturan UU No. 22 Tahun 2009, 

Permenhub No. 12 Tahun 2019 
dan UU No 20 Tahun 2008 
tentang UMKM 

Land Public Transport Act 2010 
(Act 715) 

Status pengemudi Mitra berdasarkan perjanjian 
kemitraan 

Pekerja gig dengan pengaturan 
hukum khusus 

Dasar hubungan hukum Perjanjian kemitraan dan 
kebijakan perusahaan aplikasi 

Hubungan kontraktual 
berdasarkan Gig Workers Act 
2025 (Act 872) 

Perlindungan ketenagakerjaan Belum diatur secara khusus Terdapat perlindungan 
minimum khusus bagi pekerja 
gig 

Karakter pengaturan Sektoral dan terfragmentasi Lebih khusus dan terintegrasi 
Jaminan sosial Pengemudi dapat mengikuti 

program sebagai pekerja 
mandiri 

Perlindungan melalui skema 
PERKESO bagi pekerja mandiri 
dan pekerja gig 

Transparansi algoritma Belum diatur secara 
komprehensif 

Mulai diarahkan melalui 
pengaturan pekerja gig, tetapi 
memerlukan pengaturan 
pelaksanaan 

Penyelesaian sengketa Belum terdapat forum khusus Terdapat kerangka penyelesaian 
sengketa pekerja gig 

 
 Berdasarkan perbandingan tersebut, Malaysia dapat dijadikan sebagai salah satu 

model pengembangan regulasi bagi Indonesia (Lesmana & Samudra, 2025). Namun, 
pengadopsian model Malaysia tidak perlu dilakukan secara menyeluruh. Indonesia perlu 
menyesuaikan pengaturan dengan sistem hukum nasional dan karakteristik hubungan 
kemitraan yang berkembang dalam industri transportasi berbasis aplikasi. Pembentukan 
regulasi khusus mengenai pekerja platform di Indonesia setidaknya perlu memuat: 
pengakuan terhadap status hukum pengemudi; standar perlindungan pendapatan; 
kewajiban penyediaan jaminan sosial dan perlindungan kecelakaan kerja; transparansi 
sistem algoritma; hak untuk memperoleh alasan atas pemberian sanksi atau penghentian 
akses; mekanisme keberatan dan pemeriksaan oleh manusia; perlindungan terhadap 
pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak; serta mekanisme penyelesaian 
perselisihan yang cepat, sederhana, dan terjangkau. 

Dengan demikian, pembaruan hukum di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan 
melalui penguatan regulasi transportasi (Albab & Innaka, n.d.). Pemerintah perlu 
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membentuk kerangka hukum khusus yang mampu menjembatani karakter hubungan 
kemitraan, perlindungan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan perkembangan teknologi 
digital. Pengaturan tersebut diperlukan agar fleksibilitas yang menjadi karakter utama 
ekonomi gig tidak berkembang menjadi dasar untuk mengurangi perlindungan hukum dan 
memindahkan seluruh risiko ekonomi kepada pengemudi. 

 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi 
online dan perusahaan penyedia aplikasi di Indonesia belum mencerminkan prinsip kesetaraan 
yang menjadi dasar konsep kemitraan itu sendiri. Dominasi perusahaan dalam pembentukan 
kontrak, pengendalian melalui algoritma, dan ketimpangan akses data menunjukkan karakter 
subordinasi digital yang tidak sejalan dengan definisi kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 (N. Izzati & Sesunan, 2022; Subekti, 2010). Temuan ini penting bagi pembaca dan 
bidang kajian hukum ketenagakerjaan digital karena memperlihatkan kesenjangan antara 
nomenklatur hukum dan realitas hubungan kerja berbasis platform yang selama ini luput dari 
kerangka regulasi transportasi konvensional. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah kajian terdahulu mengenai celah hukum 
pekerja gig. Rahman (2024) menegaskan kontrak digital platform bersifat standar tanpa ruang 
negosiasi bagi pekerja sebagaimana ditemukan dalam praktik click wrap agreement pada 
perjanjian kemitraan Gojek. Setiawan (2025) mengusulkan rebuttable presumption of employment 
untuk membalikkan beban pembuktian kepada platform yang relevan dengan temuan dominasi 
perusahaan dalam penelitian ini. Sofiani (2026) dan Abdullah (2024) turut menunjukkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan struktural akibat absennya definisi hukum yang jelas 
mengenai status pekerja gig baik di Indonesia maupun Malaysia. Silaban (2023) mengusulkan 
klasifikasi pekerja kasual sesuai kategori Badan Pusat Statistik sebagai alternatif penyelesaian 
kekosongan hukum. Sementara itu Makhtar (2024) dan Lesmana dan Samudra (2025) 
memperlihatkan Malaysia telah lebih dahulu membentuk kategori hukum tersendiri bagi pekerja 
gig melalui Gig Workers Act 2025 yang memberikan kepastian status tanpa mengubah seluruh 
pekerja gig menjadi pekerja konvensional. Teo (2026) mencatat pengakuan hukum tersebut belum 
sepenuhnya menghapus ketimpangan kekuatan antara platform dan pekerja. 

Kesamaan temuan antara penelitian ini dengan kajian Izzati dan Sesunan (2022) serta 
Santoso (2023) terletak pada karakter fragmentasi regulasi dan penggunaan istilah kemitraan 
sebagai instrumen menghindari kewajiban ketenagakerjaan. Kesamaan ini muncul karena kedua 
kajian sama sama menggunakan pendekatan normatif terhadap objek hukum yang serupa yaitu 
perjanjian kemitraan transportasi online di Indonesia. Perbedaan ditemukan pada perbandingan 
dengan Malaysia karena penelitian terdahulu banyak berfokus pada konteks tunggal Indonesia 
sedangkan penelitian ini memasukkan data primer berupa wawancara pengemudi lembaga terkait 
dan akademisi (Soekanto & Mamudji, 2015). Perbedaan konteks kelembagaan turut memengaruhi 
hasil karena Malaysia memiliki Land Public Transport Act 2010 yang lebih dahulu mengakomodasi 
layanan e-hailing sebagai bagian sistem transportasi darat sehingga pembentukan Gig Workers Act 
2025 dapat berjalan di atas kerangka yang sudah mapan. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan persoalan hukum secara berlapis mulai 
dari ketidakseimbangan kedudukan para pihak pengendalian algoritma keterbatasan akses data 
hingga kekosongan forum penyelesaian sengketa yang dianalisis melalui perbandingan langsung 
dengan kerangka hukum Malaysia yang telah memiliki undang undang khusus pekerja gig. Kajian 
terdahulu umumnya membahas persoalan tersebut secara terpisah atau hanya pada level 
konseptual tanpa menautkannya dengan model komparatif yang operasional (Hsieh et al., 2023; 
Nastiti et al., 2023). Penelitian ini memberikan kontribusi berupa usulan elemen minimum regulasi 
pekerja platform di Indonesia yang mencakup pengakuan status hukum standar perlindungan 
pendapatan transparansi algoritma dan mekanisme keberatan yang dapat diuji secara operasional 
dan bukan sekadar rekomendasi normatif umum. 

Implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan kerangka hukum 
ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi kategori pekerja platform di luar dikotomi pekerja 
dan mitra sebagaimana telah dirintis Malaysia melalui Act 872. Implikasi praktis dan kebijakan 
mengarah pada urgensi penyusunan regulasi khusus pekerja platform dalam RUU Transportasi 
Online yang tengah dibahas Komisi V DPR RI agar memuat jaminan sosial wajib transparansi 
algoritma dan forum penyelesaian sengketa yang terjangkau. Penelitian lanjutan disarankan 
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menguji efektivitas pelaksanaan Gig Workers Act 2025 di lapangan sebagai bahan evaluasi sebelum 
diadopsi secara selektif ke dalam sistem hukum Indonesia. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, 
dapat disimpulkan bahwa pengaturan hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dan 
pengemudi transportasi online di Indonesia belum mampu memberikan kepastian serta 
perlindungan hukum yang memadai. Penggunaan konstruksi kemitraan sebagai dasar hubungan 
hukum pada praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan, saling 
membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Ketimpangan tersebut terlihat dari 
dominasi perusahaan dalam penyusunan perjanjian baku, terbatasnya ruang negosiasi bagi 
pengemudi, penerapan pengendalian berbasis algoritma, serta penguasaan data dan informasi yang 
terkonsentrasi pada perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemitraan dalam 
ekonomi digital tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan nomenklatur kontraktual, melainkan 
harus dianalisis berdasarkan realitas hubungan para pihak, termasuk adanya unsur pengendalian, 
ketergantungan ekonomi, pengawasan, pemberian insentif, dan penerapan sanksi melalui sistem 
digital. 

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh karakter pengaturan hukum di Indonesia 
yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Regulasi yang berlaku lebih berorientasi pada 
penyelenggaraan layanan transportasi dan belum secara komprehensif mengatur kedudukan 
hukum pengemudi, batas kewenangan perusahaan platform, transparansi algoritma, perlindungan 
pendapatan, jaminan sosial, maupun mekanisme keberatan terhadap pembatasan dan penghentian 
akses secara sepihak. Akibatnya, pengemudi berada dalam situasi yang rentan karena menanggung 
berbagai risiko ekonomi dan sosial tanpa memperoleh perlindungan yang sebanding. Dalam 
konteks ini, fleksibilitas yang menjadi karakter utama gig economy berpotensi berubah menjadi 
mekanisme pemindahan risiko dari perusahaan kepada pengemudi apabila tidak disertai dengan 
standar perlindungan minimum yang bersifat mengikat. 

Perbandingan dengan Malaysia memperlihatkan bahwa pembentukan pengaturan khusus 
bagi pekerja gig dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan pendekatan hukum 
konvensional. Melalui Gig Workers Act 2025 (Act 872), Malaysia memberikan pengakuan terhadap 
pekerja gig sebagai kategori hukum tersendiri tanpa harus secara otomatis mengklasifikasikan 
seluruh pekerja platform sebagai pekerja dalam hubungan kerja konvensional. Pendekatan 
tersebut memungkinkan fleksibilitas ekonomi digital tetap dipertahankan, sekaligus memberikan 
dasar bagi pemenuhan perlindungan minimum, kepastian hubungan kontraktual, pengaturan 
pembayaran, pembatasan pemotongan yang tidak adil, serta penyelesaian perselisihan yang lebih 
sesuai dengan karakter hubungan kerja berbasis platform. Meskipun demikian, model Malaysia 
tetap memerlukan pengawasan dan pengaturan pelaksanaan yang efektif, terutama terkait 
transparansi algoritma, pengendalian digital, dan penghentian akses terhadap platform. 

Pembaruan hukum di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan kerangka pengaturan 
khusus mengenai pekerja platform atau pekerja gig yang mampu menjembatani karakter hubungan 
kemitraan, perlindungan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan perkembangan teknologi digital. 
Pengaturan tersebut tidak harus menghapus seluruh bentuk kemitraan ataupun memaksakan 
pengemudi ke dalam kategori hubungan kerja konvensional. Namun, negara perlu menetapkan 
standar perlindungan minimum yang menjamin pengakuan atas kedudukan hukum pengemudi, 
perlindungan pendapatan yang layak, jaminan sosial dan perlindungan terhadap risiko kerja, 
transparansi dan akuntabilitas algoritma, hak untuk memperoleh penjelasan atas pemberian 
sanksi, mekanisme keberatan yang melibatkan pemeriksaan oleh manusia, perlindungan terhadap 
penghentian kemitraan secara sepihak, serta penyelesaian perselisihan yang cepat, sederhana, dan 
terjangkau. 

Dengan demikian, arah pembentukan hukum perlindungan pekerja gig di Indonesia 
seharusnya tidak lagi bertumpu hanya pada dikotomi antara pekerja dan mitra, melainkan pada 
pengakuan terhadap karakter khusus hubungan kerja berbasis platform serta tingkat 
ketergantungan dan pengendalian yang muncul di dalamnya. Regulasi yang adaptif diperlukan 
untuk menjaga keseimbangan antara inovasi, fleksibilitas usaha, dan perlindungan hak pengemudi. 
Melalui pendekatan tersebut, perkembangan ekonomi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi 
dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan 
pembagian risiko yang lebih proporsional antara perusahaan platform dan pekerja gig. 
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